
a. 98%

b. 90%

c. 10%

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Terselengaranya penyelesaian 

perkara yang sederhana 

transparan dan akuntabel di 

lingkungan peradilan umum

Jumlah perkara peradilan umum,  

yang diselesaikan di tingkat 

pertama dan banding tepat waktu; 

1) Banding 90%

2) Kasasi 90%

3) PK 90%

e. 5%

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Peningkatan manajeman 

peradilan Umum

Jumlah perkara anak yang 

diselesaikan dengan diversi

f. 82%

a. 98%

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Peningkatan Penyelesaian 

Perkara

Jumlah putusan perkara pidana 

umum, pidana khusus,  dan PHI 

(yang nilai gugatannya kurang 

dari 150 juta) secara tepat waktu

          1.110 Perkara                     717.870.000 

b. 5%

Kegiatan
Indikator Kinerja 

Kegiatan
Indikator Sasaran

d.

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi

Persentase berkas perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu

Persentase penurunan sisa perkara

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum :

Persentase Perkara Pidana Anak yang 

diselesaikan dengan diversi

Index responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan

Persentase Isi Putusan Yang Diterima 

oleh para Pihak

Ket

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Peningkatan Penyelesaian 

Perkara

Jumlah putusan perkara pidana 

umum, pidana khusus,  dan PHI 

(yang nilai gugatannya kurang 

dari 150 juta) secara tepat waktu

          1.110                     717.870.000 

No Sasaran Strategis

Perkara

Target AnggaranTarget Program

Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel

1

2

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara

c.



Kegiatan
Indikator Kinerja 

Kegiatan
Indikator Sasaran

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan

Ket

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Peningkatan Penyelesaian 

Perkara

Jumlah putusan perkara pidana 

umum, pidana khusus,  dan PHI 

(yang nilai gugatannya kurang 

dari 150 juta) secara tepat waktu

          1.110                     717.870.000 

No Sasaran Strategis

Perkara

Target AnggaranTarget Program

Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel

1

1) Banding 90%

2) Kasasi 90%

3) PK 90%

d. 20%

a. 1%

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Peningkatan manajeman 

peradilan umum

Jumlah perkara peradilan umum 

yang diselesaikan melalui 

pembebasan biaya perkara 

                 2 Perkara                         1.840.000 

b. 0%

Penyelesaian Perkara di 

Lingkungan Peradilan Umum 

yang  di Luar Gedung 

Pengadilan

Jumlah perkara peradilan umum 

yang diselesaikan melalui sidang 

diluar gedung pengadilan

c. 100%
Jumlah Layanan Pos bantuan 

hukum
             480 

Jam 

Layanan
                      48.000.000 

4
Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan
10%

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum

Jumlah penyelesaian perkara 

yang sederhana transparan dan 

akuntabel di lingkungan 

peradilan umum

Layanan Peradilan Tingkat 

Pertama di Lingkungan Peradilan 

Umum

100 Perkara                       52.000.000 

Serang, 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

SIGID TRIYONO, SH. MH.

NIP. 19620827 198703 1 001

Persentase Putusan Perkara Perdata dan 

PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

3

Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan 

diluar gedung pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 

hari setelah diputus

2

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara

c.


